
SALINAN

BT'PATI XEDIRI
PROVIilSI JAWA TIMUR

PERATIIRAI{ BI'PATI KEDIRI
IYOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG
PTRIIITUIYGAI{ KEMAMPUAIY KEUANGAIT DAERAII SEBAGN DASAR PEI{EITTUA.IT

BESARAIT TT'ITJANGAIT KOMUIYIXASI IIYTEI{SIF BAGI PIMPIIYAN DPRD DAIT
AITG}{IoTA DPRD, TUNJAITGAN RESES BAGI PIMPIITAIT DPRD DAI{ AITGGOTA

DPRD, DAN DANA OPERASIOI{AL BAGI I(ETUA DPRD DAIT
WAI(IL KETUA DPRD TAIIUN AIT(X}ARAN 2022

DTI{GAJY RAHMAT TUHAIT YAIYG MAIIA ISA

BT'PATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk meliaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 62 Tahturr 2Ol7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keualgan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional, Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor 188-31/7808/Sl perihal Penjetrasan terhadap

Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan sesuai Berita

Acara tanggal 5 Oktober 2O2l Nomor 9OO/3O38/4I8.5ll2o2l tentang Rapat

Pembahasan Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan

Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota

DPRD serta Dana Operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2O22 serta Nota Dinas Sekretaris Daerah

Kabupaten Kediri tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 900/3055/418.5112021
perihal Perhitungan Kemampuan Keuangal Daerah untuk Menetapkan Besaran

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tlrnjangan Reses untuk Pimpinan dan

Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dal Wakil Ketua DPRD Tahun

Anggaran 2O22, pe.rlu mengatur Perhitungan Kemampuan Keualgan Daerah

setragai Dasar Penentuan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan

DPRD dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota

DPRD, dan Dana Operasional bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Tahun

Anggann2O22;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Kemampuan Keuangan

Daerah sebagai Dasar Penentuan Besaran T\rnjangan Komunikasi Intensif bagi

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan

Anggota DPRD, dan Dana Operasional b"gi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

Tahun Anggaran 2022;



Mengingat : 1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten datam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalarn l,ingLrrngan Propinsi Jawa fimur (kmbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan tembaraa Negara Republik Indonesia Nomor

273O);

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor

3886);

Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintai Pusat dan Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan I-embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

tel,ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundalg-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor

183, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2214, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1O67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

,2



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelotraan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalern Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dal,am Negeri

Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor lO67);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o

Nomor 310);

14. Pelaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O21 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O22

@erita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak

Keualgan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakil'an Ralryat

Daerah Kabupaten Kediri (l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017

Nomor 8, Tambahan Irmbaran Daerah Kabupaten KedAi Nomor 159);

Menetapkan

ilEUUTUAKAIT:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN

DAERAH SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARAN TUNJANGAN

KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPR.D,

TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, DAN

DANA OPERASIONAL KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD TAHUN

ANGGARAN 2022.

BITB I
XTTItrTU,AT UUUil

Petal 1

Dalern Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sel,anjutnya disingkat DPRD adalah Dewan PerwakiLan

Rakyat Daerah KabuPaten Kediri.

2. pimpinan DpRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD

KabupatenKedirisesuaidenganketentuanperaturanperundang.undangan.

3.AnggotaDPRDadelqhpejabatdaerahyangmemegangjabatananggotaDPRDKabupaten
Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

10.

11.

12.
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4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifftasi suatu daerah untuk menentukan kelompok

Kemampuan Keuangal Daerah yang ditetapkan berdasarkan formul,a sebagai dasar

penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensd tunjangan reses dan dana operasional

pimpinan DPRD.

5. T\rnjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan

kine{a kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

6. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan

DPRD dan Anggota DPRD.

7 . Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan

setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasiona-l yang berkaitan

dengaa representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas

ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalal rencana

keuangan tahunal pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengal peraturan daerah'

BAB II
PER}IITI'ITGAIT IIEMAUPUArI KEUAITG,II]T DAERAII

Passl 2

(l) penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran

pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat [1) terdiri atas pendapatan asli

daeral, dana bagi hasil, dan dala alokasi umum.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan

serta tambahan penghasilal pegawai aparatur sipil negara'

Pasal 3

Data yang diguna-kan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran

2022 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran

yang dircncanakan yaitu Tahun Anggaran 2O20 sesuai dengal Peraturan Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 5 Tahun 2O2I tentang Pertanggungiawaban Pel,aksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O20.

Pasel 4

Perhitungal Kemampuan Keuangan Daerah sebagai berikut :

l . Pendapa'tan Umum Daerah sebesar Rp. 1.776.709.688.270,18 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari jenis :

1) Pendapatan Pajak Daerah Rp' 215'296'696'264,19

2) Hasil Retribusi Daerah Rp. 25'581'608'369,00

3) Hasil Pengelolaan Kekayaart

Daerah yang dipisahkan Rp' lO 'O82 '7 65 'O27 'OO

4) l,ain-lain PAD yang sah Ro' 243 '452 '335 '219 '99

Jumlahrealisasi Pendapatan Asli Daerah Rp. 494.413.404.880' 18



b. Da;ra Perimbangan terdiri dari jenis :

1) Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil

bukan pajak Rp. 115.706.654.390,00

2) Dana alokasi umum Rp. 1. 166.589.629.000.00

Jumlah Realisasi Dana Perimbangan

2. Belanja Pegawai sebesar Rp. 939.249.954.957,00 terdiri dari:
a. Belanja Gaji dan tunjangan terdiri dari :

1) Gaji pokok PNS

2) Tunjangan Keluarga

3) Tunjangan jabatan struktural

4) T\rnjangan jabatan fungsional

5) Tunjangan fungsional Umum

6) Tunjangan beras

7) Tunjangan PPh Pasal 21

8) Pembul,atan gaji

9) Iuran BPJS Kesehatan

10) Uartg duka/wafat

1l) Iuran Jaminan Kecel,akaan Kerja

12) Iuran Jaminan 

:'Ji#**ra gaji dan tuniansan

b. Tambahan Penghasilan Pegawai terdiri dari :

1) Tambahal penghasilan berdasarkan beban kerja

2) Tambahan penghasilan Guru PNS Daerah

3) Tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi

Guru PNSD

4) Tambahan Penghasilan Khusus Camat

Jumlah tambahan penghasil,an

Jumlah bela-nja pegawai (a+b)

Rp. 1.2a2.296.283. 390,00

Rp. 5 14.065.585.595,00

Rp. s0.s3O.394.O23,O4

Rp. 6.445.1OO.OO0,OO

Rp. 35.893. r53.000,00

Rp. 5.898.810.000,OO

Rp.21.9O1.680.1s6,0O

Rp. 924.773.4a4,OO

Rp. 6.315.835,00

Rp. 23.047.099.646,00

Rp. 0,00

Rp. 1.O54.203.434,OO

Ro. 3.162.613.187.00

Rp. 662.929.748.360,00

Rp. 54.900.118.77O,OO

Rp. 582.3oO.OO0,OO

Rp. 220.43 1.852.2O0,00

Rp. 405.935.627.00

Rp. 27 6.32O.2O6. 597,00

Rp. 939.249.954.957,OO

3. Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan Pendapatan Umum Daerah sebesar

Rp. 1.776.7O9.68a.27O,18 (satu triliyun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus

sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah detrapan

belas sen) dikurangi Belanja Pegawai sebesar Rp. 939.249.954.957,00 (sembilan ratus tiga

puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh sembilan sembilan ratus lima puluh empat ribu

sembilan ratus lirna puluh tujuh rupiah) yaitu sebesar Rp. 837.459.733.313,18 (del,apan ratus

tiga puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu

tiga ratus tiga belas rupiah delapan belas sen).

5
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Pasel 5

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan

Pertanggungiawaban Dana Operasional, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kediri sebesar

Rp. 837.459.733.313,18 (delapan ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh sembilan
juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah delapan belas sen) berada di atas

Rp.55O.O0O.OOO.0O0 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga masuk pada kelompok

kemampuan keuangan daerah tinggi.

BAB III
BESARAIIT TT'ITJAITGAIT KOMUITIKASI IITTEIISII.

Pesal 5

(1) T\rnjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, besararulya

dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, besaran

tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri

sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.

BAB TY

BESARAil TTIITJAITGAIT RESES

Pasal 7

{1) Tunjangan Reses sebagaimana rtimerksud dalam Pasal 1 angka 6, besarannya dihitung
berdasarkan Kemempuan Keuangan Daerah.

(2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, besaran

T\rnjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri sebesar 7 {tujuh)
kali uang representasi Ketua DPRD.

BAB V

BESARAIT DAITA OPERASIOITAL PIMPIITAIT DPRD

Pasat 8

(1) Dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, besarannya

dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, besaran

dana operasional pimpinan DPRD Kabupaten Kediri sebesar :

a. Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 {enam} kali uang representasi Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua DPRD diberikan pating banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil

Ketua DPRD.
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BAB VI

PEL,AXAATAAIC DAI{ PERIATGGUIY(h.,AWABAIT

Pasat 9
Pelaksanaan dal pertanggungiawaban tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota

DPRD, tunjangan reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD, dan dana operasiona-l bagi ketua
DPRD dan wakil ketua DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ITETETTUAIT PEITUTUP

Pe.d 1()

Peraturan Bupati ini mulai berlal<u pada tangga-l I Jarruai 2022.

Agar setiap oralg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkar di Kediri

pada tanggal 22 - ll - 2O2l

BUPATT KEDIRI,

ttd
IIAII trTDHITO IIIUAWAX PRAUAIIIA

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 22 - 1l - 2021

STNRETARIS DAERAII I(ABI'PATEII KEDIRI,

ttd
DEDD SUJA]|A

BERITA DAERAH XAAI'PATEIT IiEDIRI TAIII'T 2Oi}1 ilOUOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan darr
Ke sejahteraan Rakyat

010
Penata Tingkat I

L966tL2s 198903


